BAB I

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Ciri Pﬁjak
Banyak definisi atau batasan pajax yang tzlah dikemukakan oleh para pakar,
yang satu sama lain pada cfasamya remiliki tyjuan yang sama yaitu merumuskan
pengertian pajak sehi.ngga mudah  dipahami. R. Santoso Brotodihardjo
mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut:
Pajak adalah iuran kepada Negara {vang dapat dipaksakan) yang terutang, oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak
mendapat prestasi kembali vang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan
tugas Negara untul menyelenggerakan pemerintahan.
Dari definisi tersebut dapatf diketabui cari-cirl vang melekat pada pengertian pajak,
yaitu:
a. Pajak dipungus: berdasa%kan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pembayaran pr%ajak ticak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
secara individu oleh Pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).
d. Pajak diperuntukkan :membm}’aﬁ pengeluaran  Pemerintah dan  apabila
pemasukannya masth surplus, dipergunakan untuk membiayai  public

investment.
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Sedangkan Rochmat Soemitro mendefinisikan pengertian pajak sebagai berikut:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik
berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat
imbalan (fegenpresiatic) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai
alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada
di luar bidang keuangan negara.

Definisi tersebut lebih bersifat ckonornis karena penckanannya pada faktor

peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat.

2.2 Fungsi Pajak

Dalam buku Perpajakan Teori Dan Kasus, Siti Resmi (2001 : 3)

mengklasifikasikan fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgefoir}
Pajak berfungsi scbagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintats. Contoh: Dimasukkannya pajak dalam
APBN sebagai penerimaan dalam aegerl.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ckonomi. Conteh: Dikenakannya pajak yang tinggi terhadap
minuman keras, schingga konswrvsi minwmnan Keras dapat ditekan. Demikian
pula terhadap barang mewah.

2.3 Pembagian Pajak
1. Berdasarkan faktor gang sangat dominan untuk menentukan timbulnya
kewajiban pajak |
a. Pajak Subyektif, acﬁaiah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat
ditentukan pertama-tama oleh keadaan subyekiif subyek pajak walaupun

untuk menentukan timbulrya kewajiban membayar pajak tergantung pada
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keadaan obyek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak
Penghasilen (Pph).

b. Pajak Objektif] ac:ialah sughy jenis pajak yang timbulnya kewajiban
pajaknya sangat ditentukan pertama-tarna oleh objek pajak. Yang termasuk
dalam kelompok ingi adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi
dan Banguvnan (‘PBE), Pajak Kendaraar Bermotor, dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan pada mgkanisme pemungutannya.

a. Pajak langsung, adalah pajak vang beban pajaknya tidak bisa dialihkan
kepada pihak lain. .

b. Pajak tidak ].angé%ung, adalah psak vyang beban pajaknya dapat

dipindahkan/ dialihkan kepadz pihak lain.

2.4 Pengertian dan Karakteristil%; PPN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas konsumsi Barang Kena

Pajak (BKP) dan atau Jasa Kene Pajak (JKP) yang dilakukan di Dalam Daerah

Pabean. Karakteristik PPN ‘diantacanya adalah:

1. Pajak Pertambahan P{Iilai (PN merupakan Pajak Tidak Langsung
Sebagai Pajak Tidak I;Jangsurag, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapat
dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

a. Sudut pandang ekcénomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu
pihak yang akan Jélengkaf'lsumsi barang atau jasa yang menjadi objek

pajak.
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b. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas
Negara tidak beradz% di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut
pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam
Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar
pajak vang terutanggkepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakikatnya
sama dengen telah ;1§embayzsr pajak tersebut ke kas Negara.

2. Pajak Objektif |

Yang dimaksud dengan pajak objcktif adalah suatu jenis pajak yang saat

timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya

taatbestand. Adapun yang dimaksud taatbestand adalah keadaan, peristiwa
atau perbuatan hukum j:yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan
nama objek pajak.

3. Mulfi Stage Tax
Multi Stage Tax adalahé karakteristik Pajak Pertambahan Nilal yang dikenakan
pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4. Credit Invoice Method% atau Indirect Subtraction Method

Metode ini mengandunég pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari

hasil pengurangan péajak vang dipungut atau dikenakan pada waktu

penyerahan barang/ jésa yang disebut pajak keluaran (oufput fax) dengan
pajak yang dibayar pzada wakiu pembelian barang/ penerimaan jasa yang

dinamakan pajak masukan (impuf inx}.



5. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam
Negeri
Sebagai pajak atas konsumsi umumn dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai
hanya dikenakan atas kéonsumsﬁ Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak
yang dilakukan di dalam neger:.
6. Pajak Pertambahan N%ilai Bersifat Metral
Netralitas Pajek Pertambahan Milai (PPN) dibentuk oleh dua faktor yaitu:
a. PPN dikenakan balk. atas konsumsi barang maupun jasa
b. Dalam permungutannya, PFN menganut prinsip tempat tujuan (destination
principle).
Dalam mekanisme p@n’éaungutamiya}? PPN mengenal dua prinsip pemungutan,
yaitu: |
a. Prinsip asal iempatg(origin principle). bahwa PPN dipungut di tempat asal
barang atau jasa yaréag akan dikonsumsi.
b. Prinsip tempat tujtémn (destinarion principle), PPN dipungut di tempat
barang atau jasa dikonsumsi.
7. Tidak Menimbulkan I;)ampak Pengenaan Pajak Berganda
Kemungkinan pengena:an pajak berganda dapat dihindari sebanyak mungkin

karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja.

2.5 Dasar Hukum PPN
Undang-undang Nomor 8§ Tzahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai

Barang dan Jasa dan Pajak Penjuaian Atas Barang Mewah yang lebih dikenal
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dengan nama UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 merupakan salah satu produk
reformasi sistem perpaj.akaﬁ nasional (rax reform) 1983. Sebagai pengganti [S10)
Nomor 19 Tahun 1931 Drt jo UL Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak
Penjualan, UU PPN 1984 ini mulai herlaku pada tanggal 1 April 1985. Dalam
kurun waktu 15 tahun sejaik mulai Serlaku, Undang-undang ini mengalami dua
kali perubahan. Perubahan yang periama dilakukan dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1994 ym}g mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995,
sedangkan perubahan yang kedua cilakukan dengan Undang-undang Nomor 138
Tahun 2000 yang mulai berﬁlaku sejak tangpal 1 Januari 2001

Adapun tujuan perub@an ini sebagaimana ditegaskan dalam konsideran
filosofis UU Nomor 18 Tahun 2000 adalah:
a. lebih meningkatkan keﬁastian hukum dan keadilan;
b. menciptakan sistem p{:rpajakan vang sederhana dengan tanpa mengabaikan

pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara.
Latar belakang perubahan justru dijumipai dalam memori penjelasan bagian umum
yang menegaskan bahwaf dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial
ekonomi dan politik beﬁangs:;mg sangat cepat sehingga perubahan sistem
perpajakan yang pernah dilakuken belurn dapat menampung perkembangan dunia
usaha karepa masih d.ijﬁmpai kelernahan-kelemahan dalam Undang-undang
Perpajakan, yaitu:
a. belum adil walaupun shdah dilaksanzkan sesuai keteniuan;

b. kurang memberikan hzﬁk—hak wajib pajak;
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c. kurang memberikan kemudehan kepada wajib pajak dalam melaksanakan
kewajibannya.

d. kurang memberikan kepastian hukum serta kurang sederhana.

2.6 Objck FPN

Objek PPN dapat dikefbmpokan ke dalam 2 (dua) macam, yaitu:

a. Barang Kena Pajak (BKP). yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau
hukurmanya dapat bérupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan
barang tidak berwujud yang dikenakan PPN,

b. Jasa Kena Pajak (.T.:{{P), yaita setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan
suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang
atau fasilizas atau kemudahar atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk
jasa vang dilakukan untuk menghasilkan barang Karena pesanan atau
permintaan denganfbahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan

PPN.

1. Yang termasuk ke dalam pengertian penyerahan BKP
Menurut sumber yangsg penulis dapa: melalul pajak.go.id, yang termasuk ke
dalam pengertian BKP yaitu:
a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
b. Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian
leasing;

c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
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Pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas BKP;

Persediaan BKP d;an aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan, yang masin tersisa pada saat pembubaran perusahaan,
sepanjang Pajak Pe#‘tmnb&han Wilai atas perolehan aktiva tersebut menurut
ketentuan dapat dikéreditkam;

Penyerahan BKP c}at‘i pusat ke cabang atau scbaliknya dan penyerahan
BKP antar cabang;

Penyerahan BKP secara konsinyasi.

. Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

Menurut sumber yang;penulis dapat melalui pajak.go.id, kegiatan yang tidak

termasuk dalam pengeitian penyerahan BKP yaitu:

a.

Penverahen BKP kepada mekelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-Undang Héukum Dapang:

Penyerahan BKP umuk jeminan utang pintang;

Penyerahan BKP dari Pusat ke Cabang atzu sebaliknya dan penyerahan
Barang Kena Pajak antar cabang dalam bal PKP memperoleh ijin

pemusatan tempat pajak terutang.

. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN

Menurut sumber vang penulis dapat melatui pajek.go.id, jenis barang yang

tidak dikenakan PPN ifaitu:
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a. Barang hasil peﬂaﬁlbangm atau hasil pengeboran yang diambil langsung
dari sumbernya, vaitu:
1) Minyak mentahf {crude oil},
2) Gas bumi; .
3} Panas bumi;
4) Pasir dan keriki};
5) Batubara sebelmn diproses menjadi briket batubara;
6) Bijih besi, bijih timah, biiih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih
perak.,
7) Bararg hasil pcrtamhangan dan pengeboran lainnya yang diambil
langsung dari $111nb€rnya,
b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat
banyak, yaitu:
1) Beras;
2) Gabah:
3) Jagung;
4) Sagu;
5) Kedelai;
6) Garam baik yémg bervodizm maupun yang tidak beryodium.
¢. Makanan dan miénuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,
warung, dan sej eléaisnya;_

d. Usang, emas batangan, dan sural-surat berharga.
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4. Jenis jasa yang tidak éiikenakan PPN
Menurut sumber yang éenulis dapat melatui pajak.go.id, jenis jasa yang tidak
dikenakan PPN yaitu: -
a. Jasa di bidang pelafjanan kesehatan medik, meliputi:
1) Jasa dokter um1:.1m, dokier spesialis, dan dokter gigi;
2) Jasa dokter hev;,ran;
3) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan
fisioterapi; .
4) Jasa kebidanan dan dukun bayl;
5) Jasa paramedis dan perawa;
6) Jasa rumah éakit, rumah hersalin, klinik kesehatan, laboratorium
kesehatan, dan sapatorium.
b. Jasa di bidang peliayanan scsial, meliputi:
1) Jasa pelayanafl Panti Asuhan dan Panti Jompo;
2) Jasa pemadam kebakarar kecuali yang bersifat komersial;
3) Jasa pmnberi.a:n pertoloagan pada kecelakaan;
4y Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
5) Jasa pemakaman termasuk krematorium;
6) Jasa di bidang olah raga kecuali vang bersifat komersial;
7) Jasa pelayanan sosial lainaya kecuali yang bersifat komersial.
c. Jasadi bidang p@ngiriman sarai dengan perangko;
d. Jasa di bidang pe%:rbankan,_ asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

e. Jasa di bidang keagamaar, meliputi:
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1) Jasa pelayanan i“ruma'h ibadah:

2) Jasa pemberizmé khotbah atan dakwah;

3) Jasa lainnya di bidang. keagamaan.

Jasa di bidang pcnélidikma, meliputi:

1) Jasa penyeiéenggara&m_ pendidikan  sekolah, sepertt  jasa
penyelenggara;n pendicikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan
luar biasa, peiéd.idikan kcdinasan, pendidikan keagaraan, pendidikan
akademik, dan pendidikan profesional;

2) Jasa penyelenégarama pendidikan luar sekolah, seperi kursus-Kursus.

Jasa di bidang keséenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;

Jasa di bidang penéy“iaran vang bukan bersifat iklan;

Jasa di bidang ang.ékutan umum di darat dan di air;

Jasa di bidang tenaga kerja. meliputi:

1) Jasa tenaga kerja;

2) Jasa penyedisglan tenaga kerja sepanjang Pengusaha penyedia tenaga

kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja

tersebut;
3} Jasa penyelezéggaraas laiihan bagi tenaga kerja.
Jasa di tidang pe;hotelan;
Jasa yang disediakan cleh Pemerintah  dalam rangka menjalankan

pemerintzhan secara umurn.
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2.7 Subjek PPN

1. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau

pekerjaannya:
a. Menghasitkan Barang, yaitu kegiatan mengolah melalui proses mengubah

bentuk atau sifat éuatu barang deri bentuk aslinya menjadi barang baru
atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya
alam, termastk menyumh orang pribadi atau badan lain melakukan
kegiatan wersebut. Kegiatan yeng iermasuk dalam pengertian menghasilkan
adalah: merakit, memrasak, mencampur, MEengemas, membotolkan,
menambang, dan ‘:menye:diak;m makanan dan minuman yang dilaksanakan
oleh usaha katering.

Mengimpor Bam;ﬁg, yaifu xegiatan memasukkan barang dari Luar Daerah
Pabean ke Dalan‘f Daerah Fabean.

Mengekspor Baréang, vaitu kegiatan mengeluarkan barang dari Dalam
Daerah Pabean kée Luar Daerah Pabean.

Melakukan Usajia Perdagangan, yaitu kegiatan usaha membeli dan
menjual barang t;anpa mengubah bentuk atau sifatnya.

Memanfaatkan éarm1g Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean.
Melakukan Usaiha Jasa, vaitu kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuamn hukurn yang menyebabkan suatu barang atau

fasilitas atan kemudahan atav hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
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yang dilakukan untuk  mengbasilkan  barang karena pesanan atau
permintazn dengan bahan dan atas petunjuk pemesan.

g. Memanfaatkan Jasa dari Luar Daerah Pabean.

. Usaha Kerja Sama (Ijtperasi {(Joint Qperation)

a. Apabila dalam tr?fmsaksi depgan pihak lain, secara nyata dilakukan atas
nama Joint Gpeiﬂéltiong maks Joint Operation harus dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak

b. Apabila selurul transaksi dengan pihak lain itu secara nyaia dilakukan atas
naina masing-ma,%ing anggota Joinl Operation, sedangkan Joint Operation
hanya umiuk me%iakukan voordinasi dan secara nyata tidak melakukan
transaksi penyemf;hma BKP/ JKP kepada pihak lain, maka yang dikukuhkan
menjadi PKP haréya para anggota Join Operation saja.

¢. Dalam hal Joint éOperaﬁwn menunjuk leader, maka apabila atas jasa yang
diberikan oleh Ieader kepada anggota diterima pembayaran, maka atas
pembayaran itu terutang PPN.

d. Penyerahan JK? dari znpgota Joint Operation atau Konsorsium dalam
kedudukannya szsebagai sub koniraktor kepada konsorsium, merupakan

penyerahan kena pajak.

. Pengusaha Kecil
Pengusaha Kecil sebagaimara diklarifikasi dalam Surat Edaran Direktur

Pajak Nomor SEuBZ%/ PJ. 51/ 2003 tanggal 31 Desember 2003 sebagai beikut:
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Pengusaha kecil édalah pengusaba vang menyerahkan BKP atau JKP
dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau
penerimaan bruto fidak lebik dari Rp 600.000.000,00.

Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah
peredaran bruto é.‘lebih dasi Rp 600.000.000,00, maka pengusaha ini
memenuli syarat $ebag,ai PX.P schingga wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebag;ai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya.
Dalam hal ku:—:waji?ban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat
walktu, maka saat pengukuten adalah awal bulan berikutriya setelah akhir
bulan seharusnya ;"kewajibsan pelaporan usaha dilakukan,

Dalam hal pené;ukulmn PKP dilukukan secara jabatan, maka saat
pengukuhan te‘iaﬁ pada awel bulan berikutnya setelah batas akhir bulan

seharusnya kewajiban pelaporan usaha dilakukan.

. Hubungan Istimewa

Ketentuan fentang hubungan istimewa diatur dalam pasal 2 UU PPN 1984,

sebagai berikut:

a.

Pengusaha mem;punyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar
25% atau lebih ﬁada Pengusaha lain.

Hubungan antar*;t Pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua
Pengusaha atau iebih.

Hubungan antarga dua Pengusaha atau lebih yang modalnya 25% atau lebih

dipegang oleh satu Pengusaha.
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d. Pengusaha yang s?‘tu menguasai Pengusaba lainnya atau dua atau lebih
Pengusaba beradﬁ di bawah penguasaan Pengusaba yang sama baik
langsung maupun ﬁdak langsung.

e. Terdapat hubunga:n keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis

keturunan lurus satu derajat, dan/ atau ke samping satu derajat.

2.8 Saat dan Tempat Terutang PPN dan PPnBM
1. Saat Terutang PPN adalah pada saat:

a. Penyerahan BKP §1tau e,

b. Impor BKP; |

c. Pemanfaalan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean;

d. Pemanfaatan J kP* dari Luar Daerah Pabean,

e. Pembayaran, dal:;m ha' pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP
atau sebzlum pen%mnfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari Luar Daerah
Pabean, |

f. Saat lain yang difempkm“a dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Saat terutang PPnB§M adalah pada saat:

a. Impor BKP yané tergolong mewah;

b. Penyerahan kepéda pembeli dilakukan oleh produsen BKP yang tergolong
mewah tersebut..

3. Tempat Terutang fPN dan PPaiBM
a. Tempat terutangé pajak bagi PKP yang melakukan penyerahan BKP, JKP,

dan ekspor BI{F terutang pajak adalah:
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1) Tempat tinggalé atau temoat kedudukan;
2) Tempat kegiatén usaba cHakukan;
3} Tempai lain yang ditetepkan dengan Keputusan Direktur Jenderal
Pajak.
b. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan
dan dipungut melatui Direkicrat Jenderal Bea dan Cukai;
¢. Orang pribadi a’miu badan yung memanfaatkan BKP tidak berwujud dan
atau JKP dar: Lua;r Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean terutang pajak
adalah:
1) Tempat tinggal atau tempat iedudukan;
2) Tempat kegiat?,zm usaha.
d. Tempat lain yang:ditetapkzm dengan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
1) Bagi PK? yarég terdattar di KPP Wajib Pajak Besar dan yang terdaftar
di KPP EUW di tetapkan tempat terutang pajak hanya di tempat PKP

terdafiar (otomatis terpusai di KPP WP Besar dan KPP BUMN).

2.9 Tarif PPN dan I’Pn}éi’bM

1. Tarif PPN |
Sistem PPN mangahut tarif tunggal yaita sebesar 10%. Namun demikian,
mengingat UU PPN% menganyt azas destination principle dalam pengenaan
pajaknya maka un%.uk kegiatan zkspor dikenakan tarif 0%. Pengenaan tarif 0%
atas ekspor BKP adalah dimaxsudkan azar dalam harga barang yang diekspor

tidak terkandung PPI;\?.
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a. Tarif PPN 10% untuk:
1) Impor BKP;
2) Penyerahan BI{P dan atzu JKI;
3) Pemanfaatan BKP tidax berwujud dan atau JKP dari Luvar Daerah
Pabean di Dalam Daerah Pabean.

b. Tarif PPN 0% untuk ekspor BEPL.

2. Tarif PPnBM
Tarif PPnBM paling r;endah adalah 10% dan paling tinggi 75%. Tarif PPnBM
dibagi menjadi dua keélompok, yaitw
a. Kendaraan Bermotor, 1094, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 75%.
b. Non Kendaraan BEaarmotc:r, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%.
Cara menghitung PE’N dan PPnBM vang terutang adalah tarif x Dasar
Pengenaan Pajak (niLai berune uzng yang dijadikan dasar untuk menghitung
pajak vang terutang, %dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai
Ekspor, atau Nilai: Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri

Keuangan).

2.10 Mekanime E’emun@utan PPN

Pajak Pertambahan Nilai yang lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu
sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada mama suatu jenis pajak,
mengenakan pajak atas nilai tamoah yang rimbul pada barang atau jasa tertentu

yang dikonsumsi. Dengén mengenakan PPN atas “Nilai Tambah™ (added value)
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dari BKP atau JKP yémg diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak maka
kekhawatiran timbul efek pengentaan pajak berganda dapat dihindarkan. “Nilai
Tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi
atau distribusi yang melipuli penyusuian. bunga modal, gaji/ upah yang
dibayarkan, sewa te:epon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang
diharapkan oleh pengusaha. Secara sederhana, nilai tambah di bidang
perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisth antara harga jual dengan harga
beli barang dagangan.
Menurut Ben Terra, dalam menghitung pajak yang terutang atas Nilai Tambah
tersebut, dikenal ada tiga metods yaitu
a. Addition Method
Berdasarkan metode ini, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai
tambah dikalikan tarif PPN vang berlaku.
b. Subfraction Method
Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang dihitung dari selisih antara harga
penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif pajak yang berlaku.
¢. Credit Method :
Metode ini sebenarnya hampir sama dengan subtraction method, hanya
bedanya dalam credit methed vang dicari bukan hanya selisih antara harga jual
dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat
pembelian dengan pajak vang dipungut pada saat penjualan. Berdasarkan
metode ini, PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang
dipungut olzh Pengusaha pada saat melakukan penjualan dengan PPN yang
dibayar pada saat ia melakukan pembelion.
2.11 Pengertian Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi WP
Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak
terhadap objek serta subjek pzjak yang telah tercatat atau terdaftar dalam

administrasi Di.rektomfé Jenderzl Pajak (DIP). dan dari hasil pelaksanaan

ekstensifikasi Wajib Pajak.



Ekstensifikasi Wajib Pajak dalah  kegiatan yang berkaitan dengan
penambahan jurolah Wajib Pajek erdaftar dan perluasan objek pajak dalam

adminisirasi Direktorat Jenderal Fajak.

2.12 Ruang Lingkup Peiiaksamaan Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi WP
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi

Wajib Pajak, meliputi:

a. Pemberian NPWP atﬁm pengukuhan sebegai PKP. termasuk pemberian NPWP
secara jabatan 'terhildap WP PPh orang pribadi yang berstatus sebagai
karyawan perusahaan, Orang pribadi vang bertempat tinggal di wilayah atau
lokasi pemukiman a’éau perumahan, dan Orang pribadi lainnya (termasuk orang
asing yang bertempat finggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan), yang menerina ztau memperoleh penghasilan melebihi batas
Penghasilan Tidak I‘gilena Pajak (PTKP)

b. Pemberian NPWP di lokasi usaha, termasuk pengukuhar sebagai PKP,
terhadap crang priﬁadi penguszha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di
sentra perdagangaén, perbelanjaan, pertokoan,  perkantoran, mal, plaza,
kawasan industri, a%tau sertra ckonomi lainnya;

¢. Pemberian NPWP. atau pengukuban sebagai PKP, terhadap WP badan yang
berdasarkan dataé& yang Girniliki atau diperoleh ternyata belum terdafiar

sebagai WP atau PKP baik di domisili atau lokasi;



d. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus
disetor dalam tahun fberjalrm, dimulal sejak bulan Januari tahun yang
bersangkutan; |

e. Penentuan jumlah PPN yang :eruiang atas transaksi penjualan dalam tahun
berjalan, khususnya untuk PKP sedagang Eceran, yang mempunyal usaha di
sentra perdageangan, pérbelanjzmaf pertokoan, perkantoran, mal, plaza, atau

sentra ekonomi lainnya.;

2.13 Unit Organisasi yang Melaksanakan Intensifikasi Pajak dan
Ekstensifikasi WP
Unit organisasi yang;; melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak dan
ekstensifikasi Wajib Pajak, ;yaitu:

a. Seksi Pengolanan Datz% dan nformasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) serta Kantor Pehyuluham Pajak vang berada di luar kota kedudukan
KPP, .

b. Dalam hal kegiatan intensi ikas pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak
dimaksudkan unfuk mt?llghimng jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP
dapat menunjuk petuéas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak
Langsung Lairmya (F’TLL), serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan
pada Sekst PD] dan atau; Kantor Penvuluhan Pajak;

¢. Khusus untuk pelaksa%aaan kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi

Wajib Pajak dalam tahun 2001, dilakukan oleh Tim atau Satuan Tugas yang



dikoordinir oleh Kep&laé KPP dengan pengarahan dan pengawasan oleh Kepala

Kantor Wilayah (Kakanéwil) DJP,

Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak dan
ekstensifikasi Wajib PajakE adalah petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai
pelaksana kegiatan intensiﬁikasi pajak dars ekstensifikasi Wajib Pajak, meliputi:

a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala KPP;
b. Petugas Kantor Penyu.luéhan Pajak vang diunjuk oleh Kepala KPP,

c. Petugas lain yang dimnjﬁk oleh Kakanwil DJP.

2.14 Pelaksapaan Imtensifijkasi Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak

1. Pelaksanaan Iutemsifikgasi Pajak
Kegiatan intensifikasi pa;alx vang dilakukan melalui pemeriksaan harus

memperhatikan sebagai beriikut:

a. Dalam hal ditemukan kt?wajibmix untuk melakukan pembayaran PPh atau PPN
dalam tahun berjalan, };gzegiatan pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan
Surat Tagihan Pajak (STP) PPh atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) PPN, dengan x;':emperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Apabila kewajiban perpajakan telah ada sejak awal tahun dilakukan
pemeriksaan, STP PPh atau SKPKDB PPN yang diterbitkan meliputi bulan
Januari sampai denga:n bulan terakhir sebelum dilakukan pemeriksaan
dalam tahun yang gbersamg“kutan (tidak termasuk bulan dilakukannya

pemeriksaan);



2) Apabila kewajiban éperngiaéian timbul setelah awal tahun dilakukannya
pemeriksaan, STP P’Ph atau SKPKB PPN yang diterbitkan meliputi bulan
sejak timbulnya kcjwajibarz perpajakan sampai dengan bulan terakhir
sebelum dilakukan épemerﬂ»;:sa&n dalan: tahun vang bersangkuian (tidak
termasuk bulan dﬂakéukannya pemeriksaan).

b. Dalam hal ditemukan a{ianya kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya
(sepanjang belam maelezwati batas akhir penetapan pajak), agar dibuatkan
usulan pemeriksaan khu:%;us.

c. Terhadap Wajib Pajak% orang pribadi pengusaha tertentu, agar diberikan
penjelasan mengenai kcéf:wajib&m mernghitung dan membayar angsuran PPh
Pasal 25 sebesar 1% dari peredaran usaha disetiap lokasi usahanya.
Pembayaran sebesar 1% juga berfaku lerhadap Wajib Pajak yang menyatakan
hanya mempunyai satéu gerai/ outlet. Dalam hal Wajib Pajak dapat
membuktikan kemudian%bahwa gzrai/ outlet tersebut merupakan satu-satunya
tempat usaha yang é‘limiliki,_ maka pembayaran 1% tersebut dapat
diperhitungkan dalam SPT Tabunan untuk tahun yang bersangkutan.

d. Dalam hal Wajib Pajakéi orang pribadi pengusaha tertentu juga memenuhi
persyaratan untuk dikukéihkau sebagai PKP Pedagang Eceran, agar diberikan
penjelasan mengenai kéewajibaﬂ menghitung dan membayar PPN Masa
sebesar 2% dari pc—:redaragl usaha untuk setiap masa pajak.

e. Tata cara penentuan be:ésamya peradaran usaha dalam rangka menghitung
besarnya pembeyaran anigsuran: PPh Pasal 25 dalam iahun berjalan dilakukan

berdasarkan ketentuan yang berfaku.



2. Pelaksanaan E-kstensiﬁkasi Wajib Pajak

Sesuai dengan tujuan kegiaten ckstensifikasi Wajib Pajak, prioritas utama

kegiatan ekstensifkasi Wajib Pajak ditujukan uniuk menambah jumiah Wajib

Pajak dan atau PKP. Pelaksanaannya nreliputi:

a. Atas pemberitzhuan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak terdapat beberapa

kemungkinan:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Wajib Pajak menalg]ggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan
diberikan NPWP atéu dikukuhken sebagai PKP dengan mengisi formulir
pendaftaran Wajib P%ljﬁk atau PKP;

Wajib Pajak tidak ﬂ]ﬁzﬂ&nggﬂpé pemberitahuan, walaupun pemberitahuan
telah diterinia; :

Wajib Pajak menanggapi pemberitzhuan dengan menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak wajib memilili NPWP atau belum perlu dikukuhkan
sebagai PK1*; |

Wajib Pajak menangégapi pemberitahuar dengan menyatakan bahwa yang
bersangkutan telah m:emiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP;
Wajib Pajak menangéapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang
bersangkutan telah rr;emiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di
KPP lainnye; |

Wajib Pajak tidak menanggapi cleh karena pemberitahuan kembali dari

kantor pos.
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b

. Terhadap Waj'b Pajak yang berusaha di sentra perdagangan, perbelanjaan,
pertokoan, perkameran,; mal, ptaza, atau senira ekonomi lainnya, seluruhnya
dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).

Terhadap Wajib Pajak éeiain yang memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi,
sepanjang bersadia meﬁdaﬁarkan diri sebagai WP atau dikukuhkan sebagai
PKP, dilakukan pmses; pemberian NPWP atau pengukuhan sebagai PKP
sesuai dengan Retenluanéyang beriaku.

. Terhadap Wajib Pajak selain yang memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi,
sepanjang tidak menanggapi pemberitabuan yang telah diterima, oleh Seksi
PDI data Wajib Pajak tersebut citeruskan ke Seksi Tata Usaha Perpajakan
untuk dilakukan prosesi pemberian NPWF atau pengukuhan sebagai PKP
secara jabatan sssuai denﬁgan tata cara vang sudah ditentukan.

Terhadap Wajib Pajak sélain veng memiliki usaha di sentra-sentra ekonomi,
sepanjang menanggapi ;pembwari'%'ahuan dengan menyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP atau belum perlu dikukuhkan
sebagai PKP atau tidak 1;7aenanggapé oleh karena pemberitahuan kembali dari
kantor pos, dilakukan PSL.

Terhadap Wajik Pajak sé]ain yang memiliki usaha di sentra-senira ekonomi,
sepanjang  menanggapi pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang
bersangkutan telah mem_ié’iiki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP atau
menanggapi pemberitahtian dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan
telabh memiliki NPWP at;au telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lainnya,

dilakukan pencorokan dex}gan data Masrer File Lokal (MFL):



1) Dalam hal Wajib P:a‘gal«. telak terdafiar dengan nama dan alamat domisili
Wajib Pajak sesueéi dengar MTL, dilakukan wpdating dalam daftar
nominatif Wajib Péajak yang belurn mempunyai NPWP atau Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang
dimiliki dengan men;qbubuh}aaa] catatan bahwa Wajib Pajak sudah terdafiar
dan sekaligas mencaéntumkma NPWP dalam kolom keterangan;

2) Dalam hal Wajib Paiak telah terdaftar nemun nama dan alamatnya berbeda
dengan date MFL, diélakukan Pemeriksaan Sederbana Lapangan (PSL);

3) Dalam hal Wajib Pajiak ternyata belum terdaftar, dilakukan PSL.




